
 

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  PASER 

Jl. Gajah Mada  No :  36  Telp. ( 0543 ) 21013  Fax. ( 0543 ) 22887 

 

TANA  PASER 

 

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS 

RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER DENGAN OPD TERKAIT 

 

 

A. DASAR 

 

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/88/DPRD, tanggal 

6 Desember 2019, Perihal Undangan.  

 

B.  WAKTU DAN TEMPAT 

Hari : Senin 

Tanggal : 16 Desember 2019 

Pukul : 12.30 Wita   

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser 

 

C. PIMPINAN RAPAT  

Rapat ini dipimpin oleh Hamransyah, S.H, Selaku Ketua Pansus 

Raperda I DPRD Kab. Paser 

 

 

 

 



 

D. PESERTA RAPAT 

1. Abdul Azis, S.H 

2. Muhamad Saleh, S.T 

3. Edwin Santoso 

4. Bappeda Kab.Paser 

5. Inspektorat Kab.Paser 

6. Kabag Ekonomi III Setda Paser 

7. Kabag Hukum Setda Paser 

8. Perusda Kab.Paser  

9. Direktur PDAM Tanah Grogot 

        ( Daftar hadir terlampir ) 

 

E. KESIMPULAN : 

Raperda Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Pada PDAM Tirta Kandilo Kab.Paser 

 

• M. Saleh ST mengatakan belum pernah mengetahui berapa 

sebenarnya jumlah deviden PDAM Tirta Kandilo. Dan tidak setuju 

apabila tujuan dari penyertaan modal hanya untuk program MBR. 

• Abdul Azis, SH Mengenai Penyertaan Modal untuk meningkat 

MBR kepada warga – warga atau Masyarakat Kabupaten Paser 

Dan sama – sama Bergandengan tangan dalam penanganan air 

bersih kepada masyarakat setempat, saling berkoordinasi antara 

DPRD dan PDAM dalam Peningkatan Air Bersih.  

 



• Hamransyah SH mengatakan harus Sering Berkoordinasi antar 

pihak PDAM dan DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas  

dalam pelayanan air minum,air bersih kepada warga – warga 

khususnya kab.Paser. 

• Direktur PDAM mengatakan tidak ada pungutan diluar ketentuan 

PDAM, Pungutan Untuk MBR sebesar Rp.25.000,- akan 

ditingkatkan menjadi Rp.200.000,adapun biaya 175.000,- untuk 

sambungan rumah untuk 2 bulan kedepan. 

• Adapun masalah devident direktur PDAM mengatakan sudah 

diserahkan Ke Pemda,adapun posisi terakhir 1.7 Milyar,tetapi BPK 

meminta untuk dikembalikan atau memenuhi Penambahan 

Jaringan 80 % Perkotaan 60% Pedesaan secara administrasi. 

 

Raperda Kabupaten Tentang Pendirian Perusahaan Umum 

Daerah Daya Prima; 

• M. Saleh ST mengatakan Agar Pihak atau Jajaran Perusda bisa 

menyelesaikan kewajiban dalam hal pembayaran gaji – gaji 

karyawan yang tertunda. 

• Abdul Azis, SH menyarankan agar Perusda yang akan berubah 

menjadi perumda agar kedepan bisa mempunyai legalitas yang 

jelas atau akte pendirian perusahaan tersebut, dan memiliki 

Business Plan ( Rencana Bisnis ) yang tepat. 

• Andi Azis,SH Selaku kabag Hukum Pemda Hanya mengatakan 

perubahan nama atau judul raperda dan peralihan  dari Perusda 

menjadi Perumda. 

 



 

• M.Ilmi selaku kabag ekonomi III mengatakan Tidak akan  

menghapuskan / memvalidkan hutang – piutang /asset yang ada 

pada perusda tersebut  

 

F.  PENUTUP 

   Demikian Notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

        


